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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

 Melalui pembahasan di atas, dapat diberikan jawaban atas pertanyaan 

yang diajukan dalam penulisan ini, yaitu: 

1. Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada 

anak para pengungsi sesuai dengan dengan Kovenan Internasional Tahun 

1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi 

Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak karena Indonesia telah 

melakukan ratifikasi kedua peraturan ini. Kewajiban pemberian hak atas 

pendidikan kepada anak pengungsi ini dapat dilihat dalam Pasal 13 

Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial 

dan Budaya dan Pasal 28 ayat (1) Konvensi Internasional Tahun 1989 

tentang Hak-Hak Anak. 

2. Indonesia harus meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang 

Pengungsi mengingat bahwa Indonesia belum memiliki peraturan yang 

dapat dijadikan sebagai acuan dalam menangani permasalahan terkait 

pengungsi. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian tidak mengatur terkait pengungsi hanya membahas tentang 

ketentuan-ketentuan bagi warga negara asing yang dilakukan secara 

administratif dan pengungsi masih dikelompokan dengan wimigran 

illegal atau imigran yang memasukin wilayah Indonesia tanpa adanya 

dokumen keimigrasian yang resmi. Sedangkan, Peraturan Presiden 

Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi hanya membahas 

terkait tenis penangangan saja, yang di mana penanganan tersebut 

kewenangan diberikan kepada UNHCR dan mengatur beberapa hal yang 
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berhubungan dengan tanggap darurat yang tidak temrasuk pencegahan, 

pemulangan dan siapa pihak yang bertanggungjawab. 

 

5.2 SARAN 

a. Bagi Pemerintah Indonesia  

 Segara laksanakan seluruh pemberian hak atas pendidikan bagi anak 

pengungsi mengingat bahwa hak atas pendidikan ini tercantum di dalam  

Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya dan Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak agar 

tidak terjadinya tindakan diskriminasi terhadap anak pengungsi yang belum 

mendapatkan haknya atas pendidikan. Mengingat bahwa akibat dari 

peratifikasian adalah terjadinya pengikatan diri Negara pihak pada perjanjian 

internasional tersebut yang menyebabkan Negara harus melaksana perintah yang 

terdapat dalam perjanjian. Maka, sepantasnya Indonesia harus melaksanakan 

perintah yang terdapat di peraturan sebut dalam kasus ini seharusnya Indonesia 

memberikan pendidikan yang merata terhadap pengungsi anak tanpa 

pengecualian untuk menghindari dari perbuatan diskriminasi. Megningat juga 

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak yang dibentuk untuk menguatkan dari peratifikasian 

Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak, yang di dalamnya 

juga mengatur tentang hak anak dalam memperoleh pendidikan yang terdapat di 

dalam Pasal 9.  

 Selanjutnya, Indonesia segara meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 

1951 tentang Pengungsi agar terdapatnya legislasi hukum yang dapat digunakan 

untuk menjadi dasar atau acuan dalam menyelesaikan dan menangani masalah-

masalah pengungsi terlebih lagi terkait dengan hak atas pendidikan  anak 

pengungsi dengan baik dan optimal. Mengingat juga, selama ini penanganan 

terkait dengan pengungsi berada di bawah kewenangan UNHCR. Akan lebih 
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baik, jika Indonesia yang mempunyai kewenangan terhadap pengungsi dan 

bukan kewenangan UNHCR, yang pada dasarnya kewajiban dari UNHCR 

hanyalah mengawasi Negara penerima dalam menangani permasalahan-

permasalahan pengungsi yang berada di wilayah yurisdiksi domestiknya. 

b. Bagi Masyarakat Indonesia 

 Diharapkan bahwa masyarakat, terlebih lagi komunitas-komunitas terkait 

hak asasi manusia dan activist hak asasi manusia untuk mendukung dan 

mendorong Pemerintah Indonesia untuk memberikan pendidikan kepada seluruh 

anak pengungsi yang berada di wilayah Indonesia tanpa terkecuali, dan segara 

meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi. 
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